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BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
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PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN LIQUEFIED PETROLEUM
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1.

GAS TABUNG 3 KG

BUPATI PADANG PARIAMAN,

: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 116/MPK02/2016 tentang Tata Cara
Peyediaan  Anggaran, Perhitungan, Pembayaran dan
Pertanggungjawaban Dana Subsidi Liquefied Petroleum gas
Tabung 3 Kilogram sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
170/PMK.02/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.02/2016 tentang Tata Cara
Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan
Pertanggungjawaban Dana Subsidi Ligquefied Petroleum Gas
(LPG) Tabung 3 Kilogram, instansi yang bidang tugasnya
melakukan pembinaan, pengawasan penyediaan, pencampuran
dan pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram
bertanggungjawab atas ketetapan sasaran pendistribusian
kepada konsumen pengguna berdasarkan kewenangan masing-
masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

. bahwa untuk lebih efektif, eflisien dan transparan dalam

Pengawasan Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram, perlu
membentuk Tim Pengawas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawasan Liguefied
Petroleum Gas Tabung 3 Kg;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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S Unddong Undong, Nomor 47 Toahan 2024 tentang Kabupnten
Patlovgt Poclomn b Provios) Somatera DBt (Lemboran Negprn
Republilc  Indonesln Tohon 2024 Nomor 163, Tambahan
Lemnbrin Mogara Repubilil Indonesin Nomor GEGR);

A Pernturnn Presdden Momar B Tahan 2000 tentong Kebijokaon nergi
Mineiltanunl;

e Poratuian Presdden Nomor 104 Tahan 2007 tentnng Penyedinan
Pendintelbuosinn don Peotetopon Ty Ldepaefied Peteoleum G
Tk 4 Kilogram selmggalman teluh divhah dengan Peraturan
Prenlcdon Nomor 70 Tahuan 2021 tentong, Perubaban Atas Pernturan
Presdden Nomor 104 Tahun 2007 tentong Peyedinan,
Pendimribusion, dun Penetipnn Horgpe Ligueficd  Petroleum Can
Tabwog 3 Kilogrn (Lemibienn Negaen: Republile Indonesin Tohun
2021 Nomor 170);

G, Perntoran Menteri Boergl don Sumber Doyo Minernl Momor 260
Tuhon 2000 tentong Penyedinnn dan Pendistribusion  Liepaeficd
Petrolenm Qo Tobungg 3 Kilogrom seboggnimonn teloh diubuh
dengon Pernturnn Menteri Energl don Sumber Doya Mineral Nomor
24 Tabun 2021 tenting Perubnhan Atas Pernturnn Menteri Encrggi
dan Sumber Doyn Alr: Minernl Nomor 26 Tohun 2000 (entang
Penyecoonn dom Penedintribusion Liguefied Petroleum Gan,

Y, Merturon Menterl Keonngnn Nomor 1IO/PMKO2/20106  tentang
Tatn Corne Penyedinnn Anggarn, Penghitungan, Pembayaran, dan
Pertonpgungjownban Dann Subsidi Liguefied Pelroleum Gas (LPG)
Tabug 3 Kilogrom sebagnimana teluh diubah  beberapa  kali
teralihly  dengon Perotwmn . Menteri Keuangan  Nomor
70/ PMIC02/2021 tentong, Tatn Carn Penyedinan  Anggaran,
Penghlitungnn, Pembayarnn  dnn Pertanggungjnwaban  Dana
Subidi Ligueficd Petrolewm Gon (LPG) Tobung 3 Kilogram;

H, Pernturan Doaernh Knbupnten Padang Parinman Nomor 7 Tahun
2024 tentoung Anggnran Pendapaton dan Belanjn Dacrah Tahun
Anggnran 2025 (Lemboran Doernh Kabupaten Padang Pariaman
Tuhun 2024 Nomor 7);

0, Pernturan Bupnt Padang Pavinmon Nomor 27 Tahun 2024 lentang
Penjobornn Anggnrnn Pendnpotnn dan Belunja Daerah  Tahun
Angggarnn 2025,

MEMUTUSKAN :

¢ Membentulk Tim Pengnwnsnn Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg

dengnn susunnn - kennggolann  scbagaimana  tercantum  dalam
Lompiran  yong  merupnkan  bogian  lidak  terpisahkan  dari
Keputusan Bupnti ini,

CTim sebogaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas

nehngnl berlkult

n, mengkoordinosikan  kegiotan  Pengawasan  Liguefied Petroleum
Qs Toabung 3 Kilogram  dengan  inslansi-instansi — dalam
pengidann, peredaran don penggunanan Liquefied Pelroleum Gas
Tabung 3 Kilogram yang lerkait;

b, merumuskan usnho-usaha doalam rangka pengelolaan Liguefied
Petroleam Gaoas Tabung 3 Kilogram yang dilakukan oleh instansi-
inslansl ynng bersangkutan sesuni dengan fungsi tugas dan
WeEWEnIng lIlIlHll‘Iﬂ*anmm
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. ruang lingkup pengawasan Liguefied Petroleum Gas Tabung 3

Kilogram terdiri dari penugasan pada tahap pengadaan,
peredaran  dan  penggunaan yang kegiatannya meliputi
pemeriksaan terhadap sarana, tempat penyimpanan Liguefied
Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;

. memberikan perlindungan yang scimbang antara pengguna,

pengedar, dan pengimpor/produsen untuk menjamin 6 (enam)
tepat (tepat jumlah, harga, jenis mutu, waktu dan tempat);

. pengawasan atas pengadaan peredaran dan penggunaan

Liguefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram dilakukan sccara
terpadu dan terkoordinir;

. pengawasan dilakukan baik secara langsung maupun tidak

langsung. Pengawasan langsung dilakukan sccara berkala atau
sewaktu-waktu dan pengawasan tidak langsung dilakukan
berdasarkan laporan pangkalan, dan atau masyarakat pengguna
Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;

. melaporkan hasil kegiatan pengawasan Liguefied Petroleum Gas

Tabung 3 Kilogram kepada pimpinan satuan administrasi
pangkalan masing-masing;

. menyiapkan laporan kepada Bupati berdasarkan hasil-hasil

pengawasan yang dilakukan tim pengawasan Liguiefied
Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Kabupaten Padang Pariaman
secara berkala.

: Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam
melaksanakan tugas bertanggung jawab dan memberikan laporan

kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Padang Tahun Anggaran 2025.

: Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan

dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut
cukup melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas
Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa
merubah Keputusan Bupati ini.

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal { Jamuari 2025

PARAF KOORDIN. BUPATI PADANG PARIAMAN,
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Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Majinta].:naﬁ . .

2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang,
3. Sdr. Yang bersanghkutan.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN

NOMOR & /[KEP/BPP/2025
2025

TANGGAL ¢ JAMuAg
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN LIQUIEFIED
PETROLEUM GAS TABUNG 3 KG

JABATAN DALAM KEDUDUKAN DALAM
ho. NAMA KEDINASAN TIM
1. |Suhatri Bur Bupati Rogarsh
2. |Rahmang Wakil Bupati Wakil Pengarah
; i Rilis, ctaris Da
o S Jres——p—
1. |Yurisman, SP, MM Asisten Pembangunan T
Ekonomi dan Keuangan
2. |Alfian, S.ST, MM Staf Ahli Bidang
Pembangunan Ekonomi dan Wakil ketua
Keuangan
3. |Jon Kenedi, S. Sos, MM |Kepala Dinas Perdagangan
Tenaga Kerja Koperasi dan Sekretaris
Usaha Kecil Menengah
4. |Nasmi Panala, SH, MM |Kepala Bidang Perdagangan Anggota
3. |Mulyadi, SP, MM Kabag Bagian Perekonomian
dan EFumlfer Daya Alam AR
Sekretariat Daerah
6. |Erni Sagli, SE, MM Pengawas Perdagangan
Dinas Perdagangan Tenaga Anggota
Kerja Koperasi dan Usaha
! PARKFKOORDIA s Kecil Menengah
Wi ati, SE, MM Analis Kebijakan Ahli Muda P
SEKD;L.-/'(i Bagian Perckonomian dan ggo
ISR E s, SE ¥ stitan T
\ . s Analis Kebij hli Muda
}'?ﬂ i Bagian Perckonomian dan Anggota
Kﬂﬂﬂﬁ.ﬂmﬂ - Sumber Daya Alam
N luwita Analis Kebijakan Ahli Muda
Bagian Perckonomian dan Anggota
Sumber Daya Alam
10. |Alfandi Pranata, SE Analis Perekonomian Bagian A
Perekonomian dan Sumber nggota
Daya Alam
11. [Dewi Indriyani, AMd |Staf Dinas Perindustrian, Py
Perdagangan, Koperasi dan Bgo
Usaha Kecil Menengah
12. |Arif Rahman, S.Pd.l Stafl Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan Anggota
Usaha Kecil Menengah
13. |Ibnu Harnedi, S.ST Staf Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan AngRot
Usaha Kecil Menengah




‘14, [Musrinal Zukr, SE__|Analis Kebijakan AhL
Pertama Bagian Anggota
Perckonomian dan Sumber
Daya Alam
15. |Yeliza Hermanto, SE Staf Bagian Perekonomian Anggota
dan Sumber Daya Alam
16. |Rara Sukma, SE Staf Bagian Perekonomian Anggota
dan Sumber Daya M“'mf
17. |Ronaldo Suganda Putra |Staf Bagian Perekonomian Anggota
dan Sumber Daya Alam
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